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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Anak 

1. Pengertian Anak 

Pengertianbanak adalah seorang laki-laki atau 

perempuan dari generasi keduazsetelah ayah dan ibu yang 

belum dewasa, meskipun dari hasil hubungan yang dianggap 

tidak sah dari segi hukum.aAnak berisi banyak arti, dapat 

diindikasikan sebagai tunas, generasi penerus bangsa, 

apalagiibila kata anakkdiikuti dengan versi lain 

misalnyaaanak keturunan, anakkkecil, anak negara, anak 

sungai dan yang lainnya.
1
  

Seorang anak merupakan putra dan putriikehidupan 

dimasa depan bagi bangsa dan negara, untuk itu anak sangat 

memperlukan pembinaan atau edukasi agar bisa berkembang 

dengan baik dari segi spiritual dan mentalnya secara 

optimal.
2
 

Berdasarkan pengetahuan umum, anak merupakan 

seoranggyang lahir dari kandungan ibu atas hubungan antara 

seorang pria dan seorang wanita.
3
 Secara biologis, anak 

adalah hasilldari pertemuan antara sel telur seorang wanita 

yakni ovum, dengan benihhseorang laki-lakiiyang yang 

disebuttspermatozoa dan akan di buahi, kemudian menjadi 

zygot dan terjadilah bentuk janin, pada akhirnya janin 

tersebut akan lahir ke dunia sebagai manusia (bayi) yang 

utuh.
4
 

 

FirmannAllah Surah Al-Mukminun Ayat 12-15: 

 

                                                           
1 HilmannHadikusuma, Bahasa HukummIndonesia, (Bandung::Grafika, 

1992), 83. 
2 DarwannPrints dalam ImamtJauhari, Hak-HakyAnak dalam HukumtIslam, 

(Jakarta: Pustaka BangsarPress, 2003), 80. 
3 Nandang Sambas, PeradilanrPidana Anak Indonesia dan Instrumen 

Internasioanl Perlindungan Anak Serta Penerapannya, (Yogyakarta: Graha 

Timur, 2013), 1.  
4 D.Y. Witanto, Hukum Keluarga Hak.Dan KedudakaneAnak Luar Kawin 

Pasca Keluar Putusan MK Tentang Uji MaterirUndang-Undang Perkawinan, 

(Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 6. 
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لَة مِ ن طِين نَ مِن سُلََٰ نسََٰ هُ نطُۡفَة فِ قَ راَر  ٖ  وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلِۡۡ ثَُُّ جَعَلۡنََٰ
فَخَلَقۡنَا  ٖ  فَخَلَقۡنَا ٱلۡعَلَقَةَ مُضۡغَة ٖ  ثَُُّ خَلَقۡنَا ٱلنُّطۡفَةَ عَلَقَة ٖ  مَّكِين

ما ٖ  ٱلۡمُضۡغَةَ عِظََٰما نََٰهُ خَلۡقًا ءَاخَرََۚ فَ تَ بَارَكَ  ٖ  فَكَسَوۡنََ ٱلۡعِظََٰمَ لََۡ
ۡ
ثَُُّ أنَشَأ

ُ أَحۡسَنُ ٱلََٰۡلِقِ  لِكَ لَمَيِ تُونَ ٱللََّّ  يَن ثَُُّ إِنَّكُم بَ عۡدَ ذََٰ
Artinya: Dan Sesungguhnya Kami telahhmenciptakan 

manusia dari saripati (yang berasal) dari tanah. 

Kemudian Kamitjadikan saripati itu air mani 

(yangddisimpan) dalam tempurungtyang kokoh 

(rahim). Kemudian airrmani itu Kami jadikan 

segumpal darahhlalu segumpal darah itu 

Kamitjadikan segumpal daginggdan segumpal 

daging itu Kami jadikan tulang belulangglalu 

tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging 

kemudian Kamiijadikan Dia makhlukkyang 

(berbentuk). Maka Maha suciiAllah, 

Penciptaayang paling baik. Kemudian, sesudah itu. 

Sesungguhnya kamuusekalian benar-benar akan 

merasakan mati.
5
 

Dilihat berdasarkan aspekkpsikologi, yang bisa 

dikatakan seorang anak adalah bayi yang baru lahir hingga 

mencapai usia 18ttahun. Apabila anak sudah berusia antara 

16-17ttahun disebut dengan masa remajaaawal. Sedangkan 

jika usia lebih dari itu maka sudah masuk dalam kategori 

dewasa.
6
 

Pengertian anak menurut hukum perdata diatur secara 

tegas dalam hukum negara. Makna seorang anak selalu 

memperhatikan faktor kedewasaan, sedangkan dalam 

kedewasaan belum adaakeseragaman dalam peraturan 

perundang-undangan di Indonesia. Menurut pandangan 

hukum yang berlakuudi Indonesia. Menurut sudut pandang 

hukum yang berlaku di Indonesia memiliki definisi 

diantaranya adalah;
7
  

 

                                                           
5 Q.S Al- Mukminun Ayat 12-15. 
6 NandanggSambas, PeradilanrPidana Anak Di Indonesia Dan 

InstrumenfInternational PerlombangannAnak Serta Penerapannya, 4. 
7 Soepomo, Hakkdan KewajibannAnak, (Bandung:;Grafika, 2003), 33. 



17 

 

a. Undang-UndangdIndonesia 

Terdapat Kitab yang di dalamnya memuat 

mengenai Undang-Undang HukummPerdata (BW) pada 

Pasal 330aayat 1, menyatakannbahwa anak merupakan 

mereka yang umurnya belum mencapaii21 tahun dan 

belum pernah kawin atau melakukan pernikahan 

sebelumnya. Terdapat juga bahwa dalam Undang- 

Undang yang mengatur Hak Asasi Manusia yakni Nomor 

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasalr1 angka 

5 menetapkan bahwa anakaadalah setiap manusia yang 

berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum 

kawin, termasuk anak yang masihddalam 

kandungannapabila hal tersebut adalah 

untukjkepentingannya.
8
  

Sementara itu, dalam Undang-UndanggNomor 23 

yang membahas tentanggPerlindungan Anak Pasal 

1aangka 1 dimana menyatakan bahwa anakkadalah 

seseorang yang belummberusia 18 (depan belas)ttahun 

dan juga termasuk anakkyang masih berada dalam 

kandungan.
9
 

Terdapat Undang-Undang yang tidakkmengatur 

secara tegas kapan seorang anak memenuhi syarat 

sebagai anak yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 yang tersirat pada pasal 6 ayat 2 dimana aturan anak 

jika menikah dengan seseorang yang belum berusia 21 

tahun harus mendapatkan ijin dari orang tuanya. Di 

dalam Undang-Undang yang mengatur usia anak yang 

bisa menikah dengan kriteria usia yang stabil terdapat 

pada pasal 7 angka (1) menetapkan bahwa usia minimal 

perkawinan bagi anak adalah usia 19 tahun bagi laki-laki 

dan 16 tahun bagi perempuan
10

 

Di lain pihak, Pasal 47 ayat 1uUndang-

UndanggNomor 1tTahun 1974 mengatur bahwa anak 

yanggbelum berusia 18 (delapan belas)ttahun dan belum 

kawin ada di bawahhkekuasaan orang tuanya sepanjang 

tidak mencabuttkekuasaan orang tuanya. Sedangkan 

menurut Impres RI Nomor 1 Tahun 

                                                           
8 Irma Setyowati Soemirto, Aspek HukummPerlindungan Anak,.(Jakarta: 

Bumi Aksara, 1990), 17. 
9 Undang-UndanggNomor 23 Tahun 2002ttentang Perlindungan Anak. 

10 Irma Setyowati Soemirto, Aspek Hukum Perlindungan Anak, 18. 
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1991ttentanggKompilasi HukummIslam mengenai 

batasan usia dewasa Pasal 98aayat 1 menyatakan bahwa 

seorang dikatakan dewasa adalah 21 tahun dengan 

ketentuan bahwa anakktersebut tidak cacat jasmani, 

rohani dan belum pernah kawin.
11

 

Menurut berbagai ketentuan Undang-Undang 

tersebut di atas, anak yang tercakup dalam ketentuan 

penghidupan ini adalahhanak yang belum berumur 21 

tahun dan belum pernah menikah.
12

 

Secara hukum, kedudukan seorang anak 

menimbulkan akibat hukum terhadap persoalannhak dan 

kewajibannsepertiimasalah tanggung jawab orang tua, 

pengakuan hukum anak, penyangkalan anak dan lain-

lain.pPerumusan seorangganak dalammberbagai rumusan 

Undang-Undang tidak memberikan pengertian 

akannkonsepsi anak, melainkan perumusan yang 

merupakannpembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, 

kepentingan tertentu dan tujuan tertentu, pada Pasal 14 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak berarti Pemerintah,nNegara, 

dannPemerintah Daerah menjamin perlindungan, 

pemeliharaan, dankkesejahteraan anak dengan 

memperhatikan hak dan kewajiban orang tua sebagai 

wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung 

jawab atas anak.
13

 

b. Yurispredensi Mahkamah Agung 

Dalam suatu perkara hukum Mahkamah 

AgunggRepublik Indonesia, tidak adanya keseragaman 

mengenaiibatas kedewasaan seorang anak, sebagaimana 

yang tergambar dalamnputusan Mahkamah 

AgunggNo.n53 K/SIP/152 tanggal 1 Junii1955 

metetapkan bahwa usia 15 tahun dianggap sudah dewasa 

untuk mendapatkan hukum dengan kasus-kasus yang 

terjadi di wilayah Bali. Terdapat juga 

PutusannMahkamah Agung No.601 K/SIP/1976, 

disebutkan bahwa pada tanggall18 November 1976, usia 

                                                           
11 ShantyyDellyana, Wanita dan Anak di Mata Hukum, (Yogyakarta: 

Liberty, 1999), 18. 

 

13 Nandang Sambas, Peradilan Pidana AnakkDi Indonesia Dan Instrumen 

Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya. 4. 
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20 tahun dianggap sebagai usia yang sahhuntuk perkara 

yang terjadi di wilayah Jakarta.
14

 

c. Hukum Kebiasaan 

Dalam pengertian hukum adat, tidak ada ketentuan 

yang pasti kapannseseorang dianggap dewasa. Namun, 

menurut penelitian dari Soepomo tentang 

HukumpPerdata adat di wilayah Jawa Barat 

dijelaskannbahwaaukuran seseorang mencapai 

kedewasaan diukur melalui; 1. Mampu melakukan apa 

yang sesuai dengan perintah dalam kehidupan 

masyarakat dan bertanggung jawab, 2. Mampu dan siap 

bekerja sendiri,3. Mengetahui cara melindungi aset atau 

harta milik sendiri.
15

  

Sebagaimana dalam Hukum Islam, ada 

batasannkedewasaan yang tidak didasarkan pada 

perhitungan usia, tetapi karena tanda-tandaaperubahan 

pada badan atau fisik seseorang dan berlaku untuk anak 

laki-laki dan perempuan.
16

 Bahkan dalam Islam, 

seseorang anak dianggap sebagai anugrah yang diberikan 

oleh Allah SWT. Oleh karena itu, anak-anak dalam Al-

Quran disebut sebagai qurratu’ain atau penghibur hati.  

Firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Furqan 

(25) Ayat 74:   

 

جِنَا وَذُر يََِّٰتِنَا قُ رَّةَ أَعۡيُن  وَٱجۡعَلۡنَا  ٖ  وَٱلَّذِينَ يَ قُولُونَ رَب َّنَا هَبۡ لنََا مِنۡ أزَۡوََٰ
 للِۡمُتَّقِيَن إِمَامًا

Artinya: "Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan 

Kami, anugrahkanlah kepada Kami istri-istri 

Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang 

hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi 

orang orang yang bertakwa”.  

 

 

                                                           
14 Aminah Aziz, Aspek HukummPerlindungan Anak,n(Medan: USU Press, 

1998), 9. 
15 DarwannPrints dalam Imam Jauhari, Hak-Hak Anak dalammHukum Islam. 

19. 
16 Darwan Printssdalam ImammJauhari, Hak-Hak Anak dalammHukum 

Islam. 20. 
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2. Hak-Hak Anak 

Menurut agama Islam, anak merupakan sebuah 

anugerah dari Allah SWT yang diberikan kepada pasangan 

suami istri, dan akan menjadi manusia yang berguna bagi 

masyarakat, bangsa, dan negara sebagai warisan Islam. Anak 

harus menerima pendidikan yang sudah di atur dalam 

Undang-Undang dan anak harus wajib mengikuti arahan 

yang diberikan oleh orang tuanya. Maka dengan itu anak 

perlu di ajari dan dididik dengan bijak. Dari sudut pandang 

duniaainternasional, hak-hak anak telah menjadi kajian 

aktual sejak didiskusikan pada tahun 1942, yang dinyatakan 

dalam DeklarasirJenewa yang mengelompokkan hak-hak 

manusiaadan memuat pula hakkasasi anak. Di sampingnitu 

hak anak juga dituangkan dalam DeclarationnOn The Rights 

Of TheeChild yang dikenal denganndeklarasi haktasasi anak 

pada tanggal 20 November 1989.
17

 

PBB melakukan penetapantdeklarasi hak asasi, namun 

dianggap belum bisa dianggap sebagai suatu ketentuan 

sebagai hukumypositif. Maka, pemerintah Indonesia 

langsung mengeluarkannKeputusan Presiden 

RepubliknIndonesia (Keppres) Nomor 36 Tahun 

1990ttentang PengesahannConvention On The Right Of 

TheeChild. Pada tahun 1979 pemerintah menetapkan 

kebijakan tentang kesejahteraan anak, namun pelaksanaan 

saat ini Undang-Undanggtersebut belum bisa mencerminkan 

proses penegakannhak asasi yang lebih signifikan.
18

 

Undang-Undang yang mengatur tentang pelindungan 

anak yakni diatur jelas dalammketentuan Pasal 4ssampai 

Pasal 18 dimana di Undang-Undanggtersebut 

mengaturrtentang hak dan kewajiban seorang anak. 

Sedangkan untuk kewajiban seorang anak sendiri tertuang 

dalam Undang-Undang Pasal 19 tentang Perlindungan Anak 

antara lain meliputi hak seorang anak:
19

 

1. Agar anak mengetahui orang tuanya, maka anak wajib 

dibesarkan dan di asuh oleh orang tuanya sendiri. 

2. Mendapat satu nama sebagai identitas dan status warga 

kenegaraan. 

                                                           
17 Yusuf Thalib, PengaturannHak Anak DalamuHukum Positif, 

(Jakarta:BPHN, 1984), 33. 
18 RinarWijayanti, Hak-hak Anak, (Jakarta:tSinar Pustaka, 2010), 21. 
19 Irma SetyowatitSoemitro, AspekrHukum PerlindungantAnak, 34. 
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3. Mendapatkan layanan kesehatan dannjaminan sosial 

sesuai dengan kebutuhan mental, fisik, sprititual dan 

sosial. 

4. Untuk dapat tumbuh, hidup, berkembang dan 

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan 

martabat sebagai kodrat manusia, serta hak anak 

mendapat perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.  

5. Berhak menyatakanndan didengarrpendapatnya, 

menerima, mencari, dan memberikanninformasi sosial 

dengan tingkat kecerdasan dan usianya 

demiipengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai 

kesusilaan dan kepatutan. 

6. Memperolehhpendidikan luarrbiasa, rehabilitasi,bbantuan 

sosial dan pemeliharaanntaraf kesejahteraan sisoal bagi 

anak yang menyandanggcacat atau difabilitas. 

7. Memperoleh pendidikannkhusus bagi anak yang 

memiliki kelebihan  

8. Memperolehhpendidikan dan pembelajaran 

dalammrangka pengembangan pribadinyaadan tingkat 

kecerdasannyaasesuai dengan minat dan bakatnya. 

9. Mendapat perlindungan dariiperlakuan diskriminasi, 

eksploitasi (baik ekonomimmaupun 

seksual),ppenelantaran,kkekejaman, kekerasan, 

penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah 

lainnya. 

10. Berhak untuk diasuh oleh oranggtuanya sendiriikecuali 

jika ada alasannatau aturan hukummyang sah 

menunjukkannbahwa pemisahan itu adalah 

demiikepentingan yang baikkbagi anakkdan 

merupakannpertimbangan terakhir. 

11. Anak berhak memperolehhperlindungan dari sasaran 

penyiksaan, kekerasan, penganiayaan, atau memberian 

hukumannyang tidak manusiawi. 

12. Untuk beristirahattdan memanfaatkannwaktu luang, 

bergaulldengan anak yang seumuran, bermain dan 

berkreasi sesuai dengan minat dan bakat dalam tingkat 

kecerdasannya demi pengembangan dirinya. 

13. Hak anak untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi 

dan tempat yang terpisah dari orang dewasa, untuk 

memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara 

efektif dalam setiap tahap upaya hukum yang berlaku, 
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serta untuk membela diri dan memperoleh keadilan di 

hadapan Pengadilan Anak yanggobjektif dan tidak 

memihak dalam sidang tertutup untuk umum, untuk 

setiap anak yang dirampas kemerdekaannya.  

14. Memperoleh kebebasannsesuaiidengannaturan hukum. 

15. Anak memiliki hak untuk mendapatkannbantuan baik 

hukum maupun bantuan lainnya, bagi seorang anak 

yanggmenjadi korban atau pelaku tindak pidana. 

16. Berhak untuk dirahasiakannhaknya bagi setiappanak 

yanggmenjadi korban atau pelaku kekerasannseksual atau 

yang berhadapan dengan hukum. 

Dalam konteks perlindungan anak di Indonesia, dalam 

era pembagunan hukum nasional ini, diperlukan adanya 

perbedaan standar hukum yang mengatur tentang anak, 

artinya mereka harus mendapatkan perhatian khusus dan 

harus diselamatkan sesuai dengannkebutuhan anak-anak 

dalam rangkaymelindungi anak Indonesia dan pemuda 

negara.
20

 

Perlindungan anak adalah salah satu usaha dimana 

anak mendapatkan hak dan kewajibannya. Hal ini 

merupakan wujud adanya keadilan dalam lingkup 

masyarakat, maka perlindungan anak harus sebisa mungkin 

diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat 

dan bernegara. Perlindungan anak ini merupakan konsep 

dari mengutamakan kepentingan hak seorang anak daripada 

kepentingan yang lebih tua atau orang tuanya.
21

 

 

B. Nafkah Anak 

1. Pengertian tentang Nafkah  

Nafkah berarti membelanjakan, kebutuhan pokok 

yang dibutuhkan oleh orang-orang yang memerlukannya 

dimaksud kebutuhan primer. Ulama Fiqh berpendapat bahwa 

kebutuhan pokok manusia adalah sandang, pangan, dan 

tempat tinggal atau papan. Namun sebagian ahli fiqh 

mengemukakan bahwa panganlah yang merupakan 

kebutuhan pokok manusia.
22

 

                                                           
20 AbdulrRozakuHusein, Hak Anak Dalam Islam,r(Jakarta: Fikahati Aneka, 

1992), 44. 
21 ImamrJauhari, Pelindungan HukumtTerhadap AnakeDalam 

KeluargarPoligami, (Medan: USU Press,e2001), 20. 
22 DjamaanrNur,tFiqh Munakahat, (Semarang: CV.rThoha Putra, 2003), 19. 
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Anggota keluarga membutuhkan kebutuhan, sehingga 

kebutuhan pokok sebuah keluarga sangat minim, tetapi 

kebutuhan lain tergantung pada kemampuannya dan 

kewajiban untuk membayar dan menafkahi sekaligus 

memenuhinya adalah suami.
23

 

Seorang ahli Kamal Muchtar, mengemukakan bahwa 

nafkah berarti membelanjakan kebutuhan dasar yakni 

kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang-orang yang 

memerlukan.
24

 Nafkah memiliki arti menurut istilah ialah 

belanja, dan maksud dari belanja disini 

merupakannmemenuhi segala kebutuhan keluarga, meliputi 

pangan, sandang, rumah tinggal dan sejenisnya yang 

termasuk dengan kebutuhan rumahhtangga pada umumnya. 

Selain rumah tinggal, kebutuhan keluarga yang menjadi 

tanggungan suami meliputi :
25

 

a. Belanja sekolah dan pendidikan anak-anak. 

b. Belanja kebutuhan dalam pemeliharaan anak-anak.  

c. Belanja keperluan rumah tangga sehari-hari. 

Oleh karena itu, dari pengertian tersebut dapat 

dikatakan bahwa nafkah terhutang anak adalah nafkah yang 

pada saat akad nikah belum terbayarkan oleh sang ayah 

kepada anaknya.
26

  

Sebagaimana kita ketahuiibahwa setelah 

dilaksanakannya akad nikah, maka akan ada hak dan 

kewajiban dari seorang suami dan istri.kKewajiban dari 

seorang suami terhadap istri dan anak yakni memberikan 

kewajiban nafkah baik berupaamakanan, pakaian (kiswah), 

maupunntempat tinggal. Jika nafkah baik lahir maupun batin 

tidak terpenuhi oleh salah satuupihak, makaaseperti 

halnyaadalammkasus yang lain dimana para istri 

dapattmengadukannya dihadapan pengadilan. Gugatan yang 

diajukan dapat berbentuk gugatan rekovensi
27

 yang 

                                                           
23 Djamaan Nur,rFiqh Munakahat, 20. 
24 Kamal Muchtar,rAsas-Asas Hukum IslammTentang Perkawinan, (Jakarta: 

BulannBintang, 2004), 15. 
25 Soemiyati,tHukum Perkawinan Islan danrUndang-Undang Perkawinan,. 

44. 
26 AhmadeRifa’i, Islamrdan MasalaheKontemporer, 33. 
27 Gugatrbalasan atau gugatanryang diajukan tergugattsebagai gugatan 

balasan terhadap gugatan yang diajukanrpenggugat kepadanya.sSarwono, Hukum 

AcararPerdata teori dan Praktek, (Jakarta: SinareGrafika, 2012), 56. 
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diajukannistri karena kelalaian suami atas tidak memberikan 

nafkah setelahhperkawinan terjadi.
28

 

Kewajiban sang ayah terhadap anak walaupun sudah 

cerai tidaklah putus, tetapi masih tetap berjalan, contohnya 

menjadi wali nikah terhadap anak perempuannya, yang 

mana dalam hal ini ayah memiliki anak selain anak laki-laki 

tetapi anak perempuan. Demikian juga mengenai kewajiban 

seorang ayah terhadap anak kandungnya dalam pemberian 

nafkah, ayah tidak boleh lepas dari tanggung jawabnya 

walaupun sudah terjadinya perceraian, tetap kewajiban ini 

tidaklah boleh putus, hal ini diatur dalam Undang-

Undanggdan Kompilasi Hukum Islammsampai anak 

sekurang-kurangnya berumur 21 tahun. 

2. Kadar Pemberian Nafkah 

Dalam inti dasarnya kadar dalam pemberian nafkah 

seorang ayah tidak di jelaskan di dalam Al-Quran dan 

Hadist. Al-Quranndan Hadist hanya menyebutkannal-ma’ruf 

dimana yangfmenunjukkan bahwa suami harussmemberikan 

nafkahhyang baik kepada istri dannanaknya. Sehingga 

kataaal-ma’ruf yang termasuk kategori ‘aam, menimbulkan 

perbedaan pendapattdi kalangan paratahi fiqhtdengan 

berbagai alasandmasing-masing. Tetapi ada juga 

yangrberpendapat bahwa penyebutan kata al-ma’ruf yang 

umum ituradalah upaya untuk menjaga arah 

kebijaksanaanndalam Al-Qurantdan Hadist, sehingga 

menjadi relevan pada setiap tempat dan masa.
29

 Adapun 

untukvketentuan kadar nominal nafkahhjuga tidak tercantum 

dalam hukummpositif  yang ada di Indonesia. 

Adapun ketentuan kadar nafkah yang harus diberikan 

adalah sesuai dengan kadar kesanggupan dari orang tersebut 

untuk memberikan, sesuai dengan firman Allah SWT, pada 

Al-Quran Surat  At-Talaq (7) : 

 

َۚ ليُِنفِقۡ ذُو سَعَة مِ ن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِ 
زۡقهُُۥ فَ لۡيُنفِقۡ مَِّآ ءَاتىََٰهُ ٱللََُّّ

ُ بَ عۡدَ عُسۡر يُسۡرا  هَاَۚ سَيَجۡعَلُ ٱللََّّ ُ نَ فۡسًا إِلََّ مَآ ءَاتىَ َٰ  لََ يكَُلِ فُ ٱللََّّ

                                                           
28 Kamal Muchtar, Asas-AsasrHukum Islam tentangtPerkawinan, 20. 
29 Ibrahim Jamal, Ibadah, Muamalahydan Suluk,u(Jakarta: Imtiyaz, 

2002),i192. 
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Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah 

menurut kemampuannya. Dan orang yang 

disempitkan rezekinya hendaklah memberikan 

nafkah dari harta yang diberikan Allah SWT 

kepadanya. Allah tidak memikul bebankan kepada 

seseorang melainkan sekedar apa yang Allah 

berikan kepadanya, Allah kelak akan memberikan 

sebuah kelapangan sesudah kesempitan.  

Tidak adanya ketentuan kadar nafkah, maka sangat 

mempengaruhi terhadap nafkah madiyyah yang 

belummterbayarkan. Sehingga dalam kasus ini sangat 

diperlukan adanya ijtihad atau pengarahannakal pikiran para 

hakim. Meski begitu, ulamaaempat madzhab telah 

memberikan banyak pertimbangan ketentuan kadar dalam 

pemberian nafkah sesuai dengan ijtihad yang mereka 

lakukan dengan penggalian hukum melalui dalil-dalil 

masing-masing. 

Terdapat pendapat dari golongan Syafi’iyyah dalam 

menentukan jumlah nafkah, yakni tidak diukur dari jumlah 

kebutuhan tetapi diukur dengan segi kemampuan seseorang 

tersebut. Sehingga memperhatikan keadaan dan kondisi 

seorang suami dari kaya dan miskinnya. Bagi suami kaya 

(musir) memiliki kewajiban memberikan nafkah 2 mud. 

Sedangkan bagi suami yang miskin (mu’sir) diwajibkan 

satuuhari 1 mud dan bagiryang sedangy(mutaawassit) 1 

½tmud.
30

 

Kelompok Malikiyyah, Hanabilah, dan Hanafiyyah 

berpendapat juga bahwa agama tidak menentukan jumlah 

kadar nafkah. Suami wajib memberikan nafkah kepada sang 

istri dan anaknya sesuai dengan kemampuannya dan tidak 

memaksakan berapa yang harus di kasih. Meliputi daging, 

makanan, sayuran-sayuran, buah-buahan, minyak zitun dan 

minyak samin, serta kebutuhan yang lain yang diperlukan 

dalam kehidupan sehari-hari dan disesuaikan dengan kondisi 

pada umumnya. Dalam standar ini berbedaamenurut dengan 

keadaan dannsituasi tempat, mereka menetapkannjumlah 

nafkah untuk istri ditetapkan sesuai dengan kemampuan 

                                                           
30 AbdullahrZakiuAlkaf, TerjemahrFiqihtEmpat Mazhab,y(Bandung: 

Hasyimi, 2013), 388. 
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sang suami dari yang kaya maupun yang miskin, bukan 

dilihat dari bagaimana keadaan istri dan anaknya.
31

 

Meskipun tidak adanya ketentuannyang mewajibkan 

kadar nafkah, tetapi suami tetap wajib memberikan nafkah 

kepada istri dan anaknya dengan baik, akan tetapi 

apabilaakemudian suami tidakfmelunasinya, maka nafkah 

tesebut menjadi hutanggyang harussdipertanggung jawabkan 

oleh suami. Hutang dalam masalah ini sama seperti hutang 

piutang lainnya yang sah, dan tidak akan gugurrtanggung 

jawabnya kecuali hal ini dilunasi atau dibebaskan. 

Demikianlahhpendapat dari Imam asy-Syafi’i dalam praktek 

Pengadilan Mesir sejakklahirnya Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 1929.
32

 

3. Tujuan dan Prinsip-prinsip Nafkah 

Dalam jalinan pernikahannjika istri hidup satu rumah 

dengan suaminya, maka suami disini suami 

wajibbmenanggung nafkah dan mengurus seluruh keperluan 

istri,sseperti pakaian, makan, dan kebutuhan lainnya dan 

seorang istri tidak boleh meminta nafkah dari suami yang 

tidak sesuai dengan kemampuan suaminya tersebut. 

Prinsip dasarrnafkah secara umummyaitu pemberian 

nafkah harus sesuai dengan kebutuhan istriidan sesuai 

dengan kemampuanndan kesanggupannsang suami dalam 

memberikan nafkah. Dalammhal ini nafkah itu 

diberikannkepada istri menurut yanggpatut dalammartian 

cukup untukkkeperluan istri dan sesuai dengan penghasilan 

suami 

Maka dalam hal ini bisa ditarik kesimpulan,bbahwa 

suami dalam keadaannkaya maka suamiiwajib memberikan 

nafkah istri dua mud  sehari. Apabila suami dalam keadaan 

sedang, maka suami dikenakan memberi satu setengahhmud. 

Karena dalammmasalah ini suami tidak disamakan dengan 

keadaan suamiiyang kaya, karena suami yang dalam 

keadaan sedang berada di bawah ukuran orang kaya dan di 

atas golongan yang miskin. Jadi ia ditetapkan satu setengah 

mud sehari. Dalam Kitab Roudhoh Al-Nadiyyah, yang ditulis 

oleh Slamet Abidin dan H.aAminuddin, dijelaskannbahwa 

mencukupi dalam hal makan meliputi semua yang 

                                                           
31 Abdullah Zaki Alkaf, Terjemah Fiqih Empat Mazhab, 389. 
32 Ibrahim Jamal, Ibadah, Muamalah dan Suluk, 200. 
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dibutuhkan oleh istri, termasukkbuah-buahan, makanan yang 

biasa disajikan dan segala jenis makanan dengan menurut 

ukuran yang wajar.
33

 

4. Undang-Undang dan Pasal yang Terkait Tentang Anak 

Indonesia sudah menjamin kesejahteraan bagi setiap 

warga negaranya, dalam hal ini sudah tertuang dalam 

Undang-Undang dan termasuk juga dalam perlindungan 

anak yang merupakan hak asasi manusia, bahwa setiap anak 

mempunyai hak untuk melanjutkan keberlangsungan hidup, 

tumbuh dan berkembanggserta berhak mendapatkan 

perlindungan atas tindak kekerasan dan deskriminasi 

sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 

Negara RepublikkIndonesia Tahun 1945, bahwa anak 

sebagaiigenerasi penerus bangsa, melanjutkan perjuangan 

dan cita-cita bangsa serta mempunyai peran ciri, khusus dan 

strategis sehingga wajib dipelihara dari segala macam 

bentuk perlakuan yang tidakkmanusiawi serta hal yang 

menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM. Beberapa 

ketentuan yang di aturrdalam Undang-Undanggtentang 

Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dimana perlu 

dilakukannya adaptasi dalam rangka meningkatkan 

perlindungan anak.
34

 

Kegiatan perlindungan terhadap anak memberikan 

dampak hukum, baik yang berkaitan dengan documentary 

contitution (hukum tertulis) maupun konvensi (hukum tidak 

tertulis). Kegiatan yang menjamin terhadap pelindungan 

anak atau disebut dengan Hukum. Menurut Arif Gosita 

mengatakan bahwa ketepatan hukum perlu diikhtiarkan demi 

keberlangsungan tindakan perlindungan anak dan mencegah 

terjadinya penyelewengan yang memberikan dampak negatif 

dalam melaksanakan perlindungan anak di Indonesia.
35

 

Berdasarkan Undang-UndangtNomor 35 Tahun 2014 

tentang PerlindungantAnak sesuai prinsipnya yang 

berlandaskan dengan Pancasila dan UUD 1945.  

                                                           
33 Tihamiydan TohariuSabrani, Fikih Munakahat : KajianrFikih 

NikahrLengkap, (Jakarta: PT. Raja GrafindotPersada, 2009), 166. 
34 Undang-Undang No. 35 Tahuny2014 TentangrPerlindungan Anak. 
35 ArifeGosita,tMasalah Perlindungan Anak,r(Jakarta: Akademika Presindo, 

1989), 19. 
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Prinsip-prinsip perlindungan anak telah diatur 

sebagaimana berikut
36

: 

1. (The best interest of the child) kepentingan yanggterbaik 

untuk seorang anak, bahwaadalam tindakan 

yanggmenyangkut tentang seorang anak yang dilakukan 

oleh masyarakat, pemerintah, badannyudikatif, dan 

legislatif maka dengan hal tersebut kepentingan anak 

adalah menjadi perihal yang utama. Perlindungan anak 

dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsipppokok yang 

terdapat dalam Konvensi Hak Anak. 

2. Penghargaan terhadap pendapat anak 

Yang dimaksudkan dengan asas penghargaan terhadap 

pendapat anak yaitu pemberian penghormatan atas hak-

hak anak untuk menyatakan pendapatnya serta berperan 

dalam pengambilan keputusan tersebut yang menyangkut 

tentang hal-hal yang mempengaruhi di kehidupan anak. 

3. Hak untuk keberlangsungan hidup dan perkembangan 

Yang dimaksud dengan asas hak untukkkeberlangsungan 

hidup, hidup dan berkembang merupakan hak asasi yang 

menjadi dasar anak yang dilindungi oleh orang tua, 

keluarga, pemerintah dan negara. 

Tujuan dari perlindungan anak adalah untuk 

mendukung pemenuhan hak-hak anak dengan tumbuh dan 

berkembang serta berpartisipasi secara penuh sesuai dengan 

garis kehidupan manusia dimana anak juga berhak atas 

perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi guna 

mewujudkan anak Indonesia yang memiliki akhlak mulia, 

kualitas, dan kemakmuran.
37

  

Untuk mewujudkan cita-cita diatas, diupayakan 

perlindungan yang perlu dilaksanakan sejak anak dalam 

kandungan sampai anak berusia 18 tahun. Berpegang pada 

konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan 

komperhensif, undang-undang mengatur kewajiban untuk 

mengatur perlindungan anak berdasarkan prinsip-prinsip hak 

untuk hidup, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi 

                                                           
36 Darwan Prints, HukumeAnak Indonesia,r(Bandung: PT. CitratAditya 

Bakti, 2003), 143. 
37 Darwin Prints, Darwan Prints, Hukum Anak Indonesia, 146. 
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anak, perkembangan, kelangsungan hidup, dan menghormati 

pendapatan anak.
38

 

Hak Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia 

yang tertuang dalam UUD 1945 dan dan KonvensiiPBB 

tentang Hak-Hak Anak. Dilihat dari sisi kehidupan bangsa 

dan bernegara, Anak merupakan masa depan bangsa dan 

negara dimana ia menjadi generasi penerus cita-cita bangsa 

sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindakan 

kekerasan dan diskriminasi seperti serta hak-hak sipil dan 

kebebasan.
39

  

Untuk menjamin hak-hak anak dalam berbagai aspek, 

pemerintah menegakkan dalam Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pertimbangan 

bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan 

bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
40

 

Hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Kesejahteraan Anak diatur dari Pasal 2 sampai Pasal 

8. Yang meliputi
41

  

1. Anak berhak atas kesejahteraan, pengasuhan, dan 

bimbingan berdasarkan kasih sayang baik di lingkungan 

keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk 

tumbuh dan berkembang dengan wajar. 

2. Anak berhak mendapatkan pelayanan untuk 

mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, 

sesuai dengan aturan yang berlaku di negara tersebut. 

3. Anak berhak atasspengasuhan dan perlindungan, baik 

selama kandungan maupun setelah dilahirkan.  

4. Anak berhak atas perlindungannterhadap lingkungan 

yang dapat merugikan atau menghambat pertumbuhan 

dannperkembangannya secara wajar. 

5. Anak yang tidak mempunyai orang tua 

berhakkmemperoleh hak asuh oleh negara atau orang 

atau badan hukum.  

                                                           
38 I Gede AryayB Wiranata dan Muladi,eHak Asasi Manusia, Hakekat, 

Konsep dan Implikasinyar dalam Perspektif Hukumrdan Masyarakat,t(Bandung: 

PT. Refika Aditama, 2005), 233. 
39 I Gede AryarB Wiranata danrMuladi, Hak AsasirManusia, Hakekat, 

Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, 239. 
40 Penjelasan Umum Perlindungan Anak. 
41 Undang-Undang Kesejahteraan Anak Pasal 2-8. 
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6. Dalam situasi berbahaya, anaklah yang pertama berhak 

atas pertolongan bantuan dan perlindungan.  

7. Anak penyandang disabilitas berhak atas pelayanan 

khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan 

perkembangan, sejauh kemampuan dan kesanggupan 

anak yang bersangkutan.   

8. Anak yang mengalami masalahhkelakuan diberi 

pelayananndan asuhan khusus yang bertujuan untuk 

menolongnyaaguna mengatasi 

hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan 

perkembangannya. 

9. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan, 

agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan 

berkembang secara wajar. 

10. Bantuan dan pelayanan yang bertujuan untuk 

mewujudkan kesejahteraan bagi anak menjadi hak setiap 

anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian 

politik, dan kedudukan sosial. 

Pada Pasalr56 ayat (1)ndan (2) Undang-

UndangrNomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anakrmenyatakan bahwa
42

: 

1. Pemerintahrdalam menyelenggarakan pemeliharaanydan 

perawatan wajib mengupayakanydan membantu 

anak,aagar anak dapat : 

a. Bebassmenyatakan pendapattdan berpikir sesuai 

dengan hati nuraniidan agamanya; 

b. Berpartisipasi; 

c. Memperoleh saranaabermain yang memenuhi 

syarattkesehatan dan keselamatan. 

d. Bebas menerimaainformasi lisan atauutertulis sesuai 

dengan tahapan usia dannperkembangan anak; 

e. Bebas beristirahat, berkumpul, bermain, berinteraksi 

dan berkarya seni budaya dan; 

f. Bebas berserikat dan berkumpul; 

2. Upaya yang dimaksud dalammayat (1) 

dikembangkanndan disesuaikan dengan usia anak, 

tingkattkemampuan anak, dan lingkungannagar tidak 

menghambattdan mengganggu perkembangan anak. 
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Setiap anak memiliki hakkdan kewajiban yang berhak 

untuk didapatkannya baik dalam segi pendidikan maupun 

perlindungan anak yang harus dipatuhi oleh orang tua 

(keluarga), masyarakat, pemerintah dan negara yang di atur 

dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahunn2014 

tentanggPerlindungan Anak.
43

 

 

C. Konsep Maqashid Syari’ah 

1. Pengertian Maqashid Syari’ah 

Beberapa macam istilah atau nama 

yanggmenggambarkan karakteristik atau isi tertentu yakni 

hukum Islam. Adapun tujuan dalam penetapannhukum 

dengan istilah maqashid syariah tersebut, merupakan salah 

satu konsep pentinggdalam kajian hukummIslam. Para ahli 

teori hukum juga menjadikan maqashid syariah sebagai 

suatu pijakan yang harus dipahami oleh mujtahid dalam 

melakukan ijtihad. Inti dari maqashid syariah adalah 

untukkmewujudkan kebaikan sekaligus 

menghindarkannkeburukan, atau menarik manfaat dan 

menolak madharat. Maqashid syariah merupakan istilah 

yang sama dengan mendatangkan mashlahat, karena 

penetapan suatu hukum dalam Islam harus mendatangkan 

kepada mashlahat. 

Maqashid syariah menurut Imammasy-Syathibi 

merupakan tujuan disyariatkan terhadap hukum oleh Allah 

SWT, dimana yang berintikan dengan kemaslahatannumat 

manusia yang ada di duniaadan kebahagiaan di akhirat. 

Setiap pensyariatannhukum oleh AllahhSWT mengandung  

Maqashidd(tujuan-tujuan)yyakni kemashlahatan bagi 

seluruh umat manusia.
44

 

Aspek awal yang menjadi inti dari fokus analisis 

adalah pembagian maqashid syariah. Sebab pada aspek 

pertama ini ada kaitannya dengan hakikat syariat oleh Tuhan 

dalam pemberlakuannya. Tujuan utama diberlakukannya 

syariat ini adalah guna mewujudlkan kemashlahatan umat 

manusia. Terdapat lima unsur pokok dalam mewujudkan 

kemashlahatan. Dari kelima unsur pokok tersebut, menurut 
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Imam asy-Syathibiiadalah hifzu al-din (memelihara agama), 

hifzu al-mal (memelihara harta), hifzu al-nafs (memelihara 

jiwa), hifzu al-nasl (memelihara keturunan), dan hifzu al-

‘aql (memelihara akal). Untuk mewujudkan dan memelihara 

kelima unsur tersebut, maka dibagi menjadi tiga tahapan 

maqashid atau tujuan syariah yaitu :
45

 

1) Dharuriyah 

Kebutuhan adalah hal penting yang tidak dapat 

diabaikanndalam kehidupan manusia. Jika kebutuhan 

tersebut tidak terpenuhi, maka akan terjadinya 

ketidaktertiban dan adanya kekacauan dimana-mana. 

Kelima kebutuhan hidup primer ini dalam kepustakaan 

hukum Islammdisebut (zaruriyah) disebut juga dengan 

istilah al-maqashid al-khamsah atau disebut juga al-

kulliyyat al-khoms (lima hal inti atau pokok), yaitu: hifzu 

al-nafs (memelihara jiwa), hifzu al-‘aql (memelihara 

akal), hifzu al-mal (memelihara harta), hifzu al-din 

(memelihara agama), hifzu al-nasl (memelihara 

keturunan).  

Memelihara agama dapat dilakukan dengan 

memilih agama, melaksanakan aturan agama dan 

meninggalkan yang dilarang agama kemudian 

mengamalkannya dalam kehidupan. 

a) Hifzural-Nafs (memelihara jiwa) 

Hak yang berkaitan adalah dengan 

kehidupannagar hidup dapat sesuai dengannkeadaan 

sekitar yakni dengan memelihara jiwa.
46

 

b) Hifzu al-Mall(memelihara harta) 

Bermacam-macam transaksi dan 

perjanjiann(mu’amalah) dalam jual beli (ijarah), 

barter (mubadalah), bagi hasill(mudharabah), dan 

sebagian dianjurkan dalam ajaran Islam guna 

melindungi harta seorang muslim agar bisa 

melangsungkannkehidupan dengan sejahtera. 

c) Hifzu al-Nasl (memelihara keturunan) 

Islam dalam mewujudkan perlindungan 

terhadap perlindungan manusia, maka disyariatkannya 
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46 Hurhayati dantAli Imron Niyaga,rFiqh dan Ushul Fiqh, (Jakarta 

:rPrenadamedia Group, 2018),e76. 



33 

 

perkawinan agar mendapat keturunan yang saleh dan 

jelas nasab (silsilah orang tuanya). Dalam menjaga 

keturunan, Islam melarang melakukan perbuatan zina 

dan menuduh orang lain berbuat zina tanpa butki baik 

laki-laki maupun perempuan. Perbuatan zina dianggap 

sebagai perbuatan hina, karena dapat merusak 

keturunan seseorang. Bahkan terdapat sanksi yang 

sangat berat berupa dera kepada pelaku zina agar tidak 

mencoba untuk mendekati zina karena sudah jelas 

terdapat larangan dalam Al-Quran. 

d) Hifzu al- Din (memelihara agama) 

Memeliharaaagama merupakan hak untuk 

memilih agama serta melaksanakan tuntutan dan 

mengamalkannya dalammkehidupan sehari-hari. 

e) Hifzu al- ‘Aql (memelihara akal) 

Memeliharaaakal adalah suatu bentuk 

kebebasan berpikir dan menorehkan suatu gagasan 

untukkmemperoleh kebenaran dan keadilan.
47

  

f) Hajiyyah  

Hajiyyah yang diperlukan manusia dalam 

mempermudah menjalani kehidupanndan 

menghilangkan kesulitan maupunnkesempitan yang 

implikasinya tidakksampai merusak kehidupan 

dimana mashlahat ini bersifat sekunder.
48

 

2) Tahsiniyyah 

Dalam membuat perundang-undangan Islam yakni 

memiliki tujuan yang membuat perbaikan, yaitu 

menjadikannhal-hal yang dapat menghiasiikehidupan 

sosial dannmenjadikan manusia yang mampu berbuat 

dannmengatur segala urusan hidupnya lebih baik lagi 

dimana keperluan ini disebut tersier atauutahsiniyyah. 

Dalam perbaikan keadaan ini dilakukan dengan 

tidakkmembawa kekacauan sebagaimana ketiadaan 

kebutuhan hidup. Namun, perbaikan ini perlu 

dilakukannagar peraturan yang ada selalu berkaitan. 

Perbaikan dalammhal ini mencakuppcara-cara yanggbaik 
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(good manner), hal kebajikan (virtues), dan setiapphal 

yang melengkapiipeningkatan cara hidup.
49

 

2. Maqashid Syariah dalam Perkawinan 

Dari istilah bahasa Maqashid memiliki arti tujuan. 

Tujuan dari pernikahan menurut Islam adalah dalam rangka 

pembinaan ahklak manusia dan memanusiakan sesama, 

dimana pernikahan dapat menjauhkan dari perzinaan dan 

membangun kehidupan yang baru secara kultural dan sosial. 

Hubungan pernikahan dalam kehidupan berumah tangga 

menjadikan terbentuknya keturunan yang mampu 

memberikan kemashlahatan bagi negara dan masyarakat. 

Maka tujuan dalam perkawinan dari Maqashid Syariah itu 

sendiri dapat tercapai dan terpenuhi dengan terjaganya 

keturunan-keturunan yang sah.  

Maqashid Syariah dalam hifzu al-nasl (memelihara 

keturunan atau kehormatan) merupakan pada tingkatan 

hajiyat ini, menikah merupakan sebuah keniscayaan sebagai 

hajat manusia yang diciptakan untuk berpasang-pasangan. 

Kaitannya dengan permasalahan ini, bahwa adanya syariat 

itu disyariatkannya kemashlahatan hamba di dunia dan 

akhirat.
50

 

3. Maqashid al-Ashliyyah (tujuan asal) dan Maqashid al- 

Tabi’iyyah (tujuan pengikut) 

Tujuan utamaa(maqashid al-ashliyyah) dan 

tujuannikutannya (maqashiddal-tabi’iyyah) merupakan 

hukum-hukummsyara’ yang memiliki tujuan yang mendasar 

seperti nikah dimana salah satu tujuannya adalah 

memperoleh keturunan.sSedangkan untuk tujuan ikutannya 

adalah mencari sebuah ketenangan,mmenikmati hasil yang 

halal, tolong menolong dalam kebaikan dunia dan akhirat, 

melihat keindahannciptaan Tuhan pada wanita, mampu 

menjaga diri dari tindakan yang dilarang oleh agama, dan 

lain-lain. Semua ini adalah tujuan syara’ dari 

disyariatkannya nikah.
51
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Jika maqashid syariah terwujud dalam sebuah 

perkawinan, maka terwujud pula tujuan perkawinan yaitu 

menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. 

Tujuan perkawinan yaitu : 

1) Untuk suami dan istri harus saling membantu dan 

melengkapi satu sama lain, agar masing-masing 

dapat mengembangkan kepribadian dan mencapai 

spiritual dan materi sehingga membentuk keluarga 

yang bahagia dan kekal.
52

 

2) Membentuk keluarga atau rumahhtangga yang 

sakinah, mawaddah, warahmah dan bahagia dunia 

akhirat. Hal ini telahhdipertegas dalam QS. Ar-

Ruumm(30): 21: 

 

وَمِنۡ ءَايََٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِ نۡ أنَفُسِكُمۡ أزَۡوََٰجا ل تَِسۡكُنُ وٓاْ 
لِكَ لََٓيََٰت ل قَِوۡم  نَكُم مَّوَدَّة وَرَحَۡۡةًَۚ إِنَّ فِ ذََٰ هَا وَجَعَلَ بَ ي ۡ إلِيَ ۡ

 يَ تَ فَكَّرُونَ  
Arinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya 

ialah Dia menciptakan untukmu istri-

istri dari jenismu sendiri, supaya kamu 

cenderung dan merasa tentram 

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara 

kamu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 

kaum yang berfikir”.
53

 

Yang dimaksud dengan sakinah adalah dimana suatu 

kondisi yang dirasakan suasana hati dan pikiran para 

anggota keluarga, dan hidup dalam keadaan tenang dan 

tentram, seiring-sejalan, setia-sekata, demokratis, lunak hati 

atau lapang dada, rendah hati dan penuh hormat, 

mengedepankan kebenaran dan kebersamaan bukan 

egosentris, tidak saling melunturkan wibawa, saling 

memberi misi dinamis membangun tanpa menyakiti, bahkan 
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bisa meredam kegelisahan dan kegundahan. Dimana hal ini 

dapat dilakukan dengan melalui motivasi ahklak, keimanan, 

amal saleh dan ilmu.   

Mawaddah disini adalah kehidupan anggota keluarga 

yang suasana hatinya dilingkupi dengan rasa saling cinta dan 

mencintai, saling membutuhkan satu sama lain dan saling 

menghormati. 

Sedangkan yang dimaksud dengan rahmah yaitu 

pergaulan anggota keluarga dengan sesama anggota dengan 

rasa saling menyayangi, mempunyai ikatan batin yang kuat 

satu sama lain, dan saling melindungi.
54

 

Jika dalam hal tersebut dapat diwujudkan dalam 

kehidupan berkeluarga, maka disitulah akan menghadirkan 

suasana surga di dalam rumah tangganya, seperti rumah 

tangga Nabi Muhammad SAW, yang digambarkan sendiri 

oleh Nabi dengan kalimat baiti jannati (rumahku surgaku). 

Dimana rumah tangga yang indah yang bernuasa surga di 

dalamnya.
55

 

1) Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia, maka 

berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam 

rangka mewujudkan suasana keluarga yang bahagia 

dengan dasar cinta dan kasih, untuk memperoleh 

keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti 

ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariat. 

2) Menurut perintah Allah SWTuuntuk 

memperolehhketurunan yang sah dalam keluarga dan 

masyarakat, dengan mendirikannrumah tanggaayang 

teratur, tentram dan damai.
56

 

Dengan terwujudnya keluarga yang sakinah 

(ketenangan), mawaddah (kesucian hati), maka akan terwujud 

pula keluarga yang rahmah (rasa kasih sayang) tentunya itulah 

tujuan dari perkawinan yang sudah dijelaskan diatas 

menunjukkan bahwa dengan terwujudnya rahmah maka telah 

sesuai dengan ajaran dalam Islam. Islam adalah agama yang 

rahmatan lil’alamin,  yang artinya agama Islam adalah agama 

terakhir yang diturunkan oleh Tuhan alam semesta guna 

mengatur seluruh dunia dan seisinya dengan penuh rahmat 
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dan kasih sayang.
57

 Demikian dengan terwujudnya rahmatan 

lil’alamin dalam sebuah pernikahan, maka telah sesuai dengan 

syariat Islam (ketentuan yang telah di tetapkan oleh Allah 

SWT). 

 

D. Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu ini sangat berguna untuk 

menemukanntitik dan poin persamaan dan perbedaan 

dengannpenelitian yang akan penulis kerjakan saat ini. 

Selainnitu, penelitian terdahulu juga penting sebagaissarana 

pijakan perbandingan maupun sebagai batasspenentu, apakah 

kelanjutanndari sebuah penelitian yang telah di buat 

sebelumnya atau justru sebagaiipenyanggah dari 

sebuahhpenelitian yanggdirasa masih kurang relevan akan 

hasilnya. 

Dengan hal tersebut, penulis merasaaperlu memaparkan 

kembali penelitian terdahulu yang dalammhal ini penulis 

menganggap bahwa ada keterkaitan antara tema penelitian yang 

akan di teliti dan di angkat. Sekaligus memperjelas dan dapat 

membandingkan dengan kekurangan serta kelebihan dan 

berbagai permasalahan yanggpenulis angkat dengannjudul 

penelitian “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di 

Pengadilan Agama Blora Relevansinya dengan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perspektif 

Maqashid asy-Syariah”, dalam artian mungkin akan ada bahan 

perbandinganndengan penelitian terdahulu. 

Dalam penelitiannterdahulu terdapat beberapa macam 

penelitiannyang penulis paparkanndiantaranya dijelaskan 

sebagai berikut: 

Pertama, “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian 

Orang Tua di Kabupaten Magelang” yang ditulis oleh Shafira 

Tsany Tsamara dari Universitas Islam Indonesia Fakultas 

Hukum, jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum 

empiris yang menggunakan fakta-fakta yang diambil dari 

perilaku manusia, metode pendekatan yang dilakukan dengan 

metode sosiologis dalam memperoleh data, sumber data yang 

dipakai penelitian yaitu sumber data primer dan sekunder, 

teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi 
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kepustakaan dari berbagai literatur atau buku, teknik analisis 

data menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan 

melakukan pengklarifikasian data.
58

 

Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-

sama mengkaji tentang pemenuhan nafkah anak setelah 

putusnya tali perkawinan. Berbedanya dengan penulis, penulis 

tidak mengkaji tentang implementasi atau eksekusi di lapangan, 

melainkan penulis mengkaji terkait pemenuhan nafkah anak 

pasca perceraian relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Apakah di dalam 

Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut terdapat korelasi 

yang relevan tentang pemenuhan nafkah anak. 

Kedua, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak atas 

Pembiayaan Kelangsungan Hidup dan Pendidikan Bagi Anak 

Korban Perceraian di Kota Yogyakarta” ditulis oleh Riza 

Abdillah Choiril Anwar Universitas Islam Indonesia Fakultas 

Hukum, metode penelitian yang digunakan adalah empiris 

sosiologis, objek penelitian ini mengkaji tentang perlindungan 

hukum terhadap anak atas hak pembiayaan kelangsungan hidup 

bagi anak korban dari perceraian, sumber data penelitian 

menggunakan sumberrdata primer dan sekunder, 

teknikkpengumpulan data melalui wawancara,sstudi 

kepustakaan, dan data lapangan, pengolahan analisis data 

menggunakan deskriptif kuantitaif.
59

 

  Persamaan penulis dengan yang ditulis oleh Riza 

Abdillah Choiril Anwar yaitu sama-sama membahas tentang 

payung hukum terhadap hak anak dan pembiayaan 

kelangsungan kehidupannya dalam sehari-hari. Perbedaan 

dengan penulis, penulis tidak sampai mengkaji tentang 

pendidikan bagi anak dan aturan dalam Undang-Undang 

Perkawinan, melainkan fokus terhadap pemenuhan nafkah atau 

pembiayaan kelangsungan kehidupan anak pasca perceraian 

relevansinya terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak perspektif maqashid asy-syariah. 

 Ketiga, “Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Korban 

Perceraian (Studi kasus tentang tingkat kepatuhan terhadap 
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putusan di Pengadilan Agama 1 A Jambi)” ditulis oleh Fatkhor 

Rahman Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin 

Jambi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah, 

metode yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan 

metode pendekatan normatif sosiologis, jenis dan sumber data 

yang diperoleh melalui data primer dan data sekunder, teknik 

pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, 

dan dokumentasi, teknik analisis data penulis menggunakan 

reduksi data dan penyajian data.
60

 

Persamaan penulis terhadap Fatkhor Rahman adalah 

sama-sama mengkaji tentang nafkah terhadap anak pasca 

perceraian. Perbedaan dari penulis, penulis tidak mengkaji 

tentang studi kasusnya, putusan hakim maupun hukum acara 

gugatan perceraiannya, melainkan lebih terhadap relevansi dari 

Undang-Undang Perlindungan Anak dan perspektif maqashid 

asy-syariah yang berkorelasi terhadap pemenuhan nafkah anak. 

Keempat, “Efektifitas Putusan Hakim Pengadilan Agama 

Tanjungbalai tentang Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusny 

Perka-winan Karena Perceraian” ditulis oleh Taufiq 

Fathur Rouzie Saragih Universitas Islam Negeri Medan 

Sumatera Utara Fakultas Syariah dan Hukum, jenis penelitian 

yang dipakai yaitu penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, 

sumberrdata yang digunakan sebagai penelitian yaitu data 

primer danndata sekunder, teknik pengumpulanndata melalui 

wawancara (interview) dan dokumentasi, metode analisis data 

melalui tahapan-tahapanppengolahan data yaitu pengeditan, 

klasifikasi,vverifikasi dan analisis.
61

 

Persamaan dengan penulis yaitu sama-sama mengkaji 

tentang pemenuhannnafkah anak pasca putusnya perkawinan 

karena perceraian. Perbedaan penulis dari Taufiq Fathur Rouzie 

Saragih, penulis hanya mengkaji dalam lingkup payung 

hukumnya berupa Undang-Undang Perlindungan Anak dan 
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perspektif maqashid asy-syariahnya melalui semua pustaka 

bukan melalui metode penelitian lapangan.  

Kelima, “Tinjauan Maqashid Asy-Syariah Terhadap 

Perlindungan Anak Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 

Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak” ditulis oleh Savira Magda Dewanti Universitas Islam 

Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan 

Hukum Publik Islam Prodi Hukum Tata Negara, jenis penelitian 

yang digunakan yaitu penelitian empiris yang menghimpun 

beberapa data penelitian yang terfokus pada wawancara, 

observasi, dan studi dokumentasi.
62

  

Persamaaan penelitian ini dengan penulis sama-sama 

mengkaji tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak yang ditinjau dari perspektif 

Maqashid Asy-Syariah yang membahas tentang perlindungan 

dan hak-hak anak yang harus dipenuhi, sedangkan perbedaan 

dengan penulis, disini penulis menggunakan metode penelitian 

literier dalam artian kepustakaan, sedangkan dalam penelitian 

saudari Savira Magda Dewanti menggunakan metode kaulitatif.  

 

E. Kerangka Berfikir 

Kerangka pikir atau kerangka berfikir adalah logika yang 

dihasilkan dari penelitian yang disimpulkan dari fakta, 

pengamatan, penelitian dan tinjauan pustaka. Untuk dijadikan 

sebagai pedoman dalam penelitian, maka kerangka teori harus 

memuat teori dasar, argumentasi, ataupun konsep dasar 

penelitian.
63

 

Yang dimaksud dengan nafkah adalah segala bentuk 

sesuatu yang bernilai manfaat atau materiiyang dapat diberikan 

oleh seorang suami kepada istri, anak-anak beserta anggota 

keluarga lainnya sebagai bentuk tanggung jawab guna 

memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya. Pemberian 

nafkah ini meliputi nafkah berupa pangan, sandang, papan atau 
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tempat tinggal.
64

 Pemberian nafkah tersebut berlangsung adanya 

setelah terjadinya akad pernikahan yang sah menurut hukum 

dan agama. Terdapat tujuannpemberian nafkah adalah 

pengeluaran seseorang yang menjadi tanggung jawab untuk 

memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan. 

Dari beberapa uraian di atas, pengertian dari nafkah dapat 

dirumuskan dimana kewajiban seseorang yang timbul akan 

perbuatan-perbuatan yanggmengandunggbebanntanggung 

jawab, berupa pembayaran sejumlah biaya untuk memenuhi 

kebutuhan pokok maupun kebutuhan sekunder terhadapssesuatu 

yang berada di bawah jumlah yang telah ditetapkan (kadar) baik 

sandang pangan maupun kebutuhan lainnya yang wajib 

ditunaikan suami dan disesuaikanddengan kemampuannsuami 

tersebut.
65

 

Anak dapat juga diartikan sebagai masa perkembangan 

dari masa bayi sampai dengan umur lima atau enam tahun, 

masa ini umumnya disebut masa prasekolah, kemudian hal itu 

berkembanggsetara dengan tahun-tahun sekolahhdasar. 

Sedangkan anak adalah anak laki-laki atau perempuannyang 

belum dewasa atauubelum mengalami pubertas.
66

  

Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa Nafkah 

Anak adalah sesuatu yanggmempunyai nilai kemanfaatan atau 

materiil yang diberikan oleh sang ayah kepada anaknya yang 

umurnya belum cukup atau belum mengalami pubertas. Sebagai 

bentuk tanggungyjawab seorang ayah untuk memenuhi 

kebutuhanrpokok yang diperlukan atau dibutuhkan anaknya.  
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Gambar 1.1 

Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tidak patuhnya sang ayah dalam 

melaksanakan kewajiban dalam memenuhi 

kebutuhan anak yang berupa nafkah di 

wilayah Pengadilan Agama Blora 

Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak   

Ibu dan Anak korban 

perceraian 

Relevansi kewajiban dalam memenuhi nafkah anak 

korban perceraian dengan Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dilihat dari 

paradigma Maqashid Asy-Syariah yang terdiri dari 

beberapa unsur, yakni: Hifz Nasl (memelihara 

keturunan), Hifz Maal (memelihara harta), Hifz Din 

(memelihara agama), Hifz Nafs (memelihara jiwa), 

Hifz Aql (memelihara akal) 

 


